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ABSTRAK

Penjualan barang jaminan dalam perdagangan sudah menjadi hal yang
biasa. Perdagangan ini sering ditemui dalam pelelangan barang jaminan oleh
pihak pegadaian yang biasanya dilakukan setiap bulan oleh pihak pegadaian
konvensional. Karena pihak pegadaian atau pemegang gadai berhak mengambil
pelunasan hutang dari penjualan barang gadai apabila pemberi gadai tidak
memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi untuk membayar hutang.
Ada hal yang menarik dari penjualan barang jaminan oleh pihak pegadaian yang
ditinjau dari dasar hukumnya pihak pegadaian untuk melakukan pelelangan atas
barang jaminan terscbut, dimana pihak pegadaian konvensional mempunyai
pijakan hukum positif yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, yang berkenaan dengan penjualan barang jaminan. Dalam penerapan
pasal tersebut ada persoalan mengenai akad dalam melakukan transaksi jual-beli
lelang barang jaminan, dimana ketika terjadinya transaksi tersebut pihak
pegadaian yang selaku penjual barang gadai tidak menyebutkan tentang persoalan
biaya lelang sehingga ketika berlangsungya akad tersebut pihak pegadaian hanya
menyebutkan jumlah uang yang harus dibayar tanpa menyebutkan tentang biaya
lelang.

Penelitian ini berusaha menjawab terhadap dua permasalahan besar yang
menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana pelaksanaan
lelang terhadap barang jaminan yang mengacu pada hukum positif kitab Undang-
Undang Hukum Perdata? Serta pandangan hukum Islam terhadap masalah
tersebut?. Jenis penelitian yang digunakan ialah dengan penelitian kepustakaan
(library reseach) yang menjadikan bahan pustaka sebagai suber utama. Sumber
data tersebut dapat dibedakan menjadi sumber data primer, sckunder, dan tersicr.
Data primer ialah sumber data utama yang yang menjadi acuan dalam pokok
analisa ini, sumber data sekunder adalah ialah data penunjang sumber data primer
baik berupa buku, majalah, jurnal yang mendukung pada proses analisa dalam
data primer, sedangkan sumber data tersier ilah sumber data pelengkap yang
berupa berita dari surat kabar atau internet. data tersebut dijadikan landasan
didalam menemukan mekanisme lelang terhadap barang jaminan. '

Dalam pelaksanaan lelang barang jaminan dipegadaian konvensional yang
mengacu pada hokum positif yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang
maupun harga, dimana terjadi persesuaian kehendak diantara mereka. dalam ijab
gabul tidak menyebutkan biaya lelang sebesar 9,7%, namun demikian dalam
prakteknya si pembeli menerima keputusan akhir dari pelelangan.

Didalam hukum Islam mengenai mekanisme lelang, dalam pelaksanaan
Iclang barang jaminan di pegadaian konvensional, ditinjau dari segi akad, barang
dan harga, biaya lelang, pembayaran dan penyerahan barang sesuai dengan
ketentuan syara' baik rukun maupun syarat-syaratnya maka jual bcli Iclang
tersebut sah. :
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keplitusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988

. Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
| . Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< - Ba’ B Be
< ' Ta’ T ' Te
& | s | § | Es (titik di atas)
c : Jim J Je
z Ha H | Ha (titik di bawah)
' Kha Kh Ka dan ha
A Dal ' D : De
A Zal V4 Zet (titik di atas)
J Ra’ R Er
J - Zai Z Zet
s | Sin S Es
8- Syin | Sy Es dan Ye
ua Sad S Es (titik di bawah)
U= Dad | . D De (titik di bawah)
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da Ta T Te (titik di bawah)
L Za Z Zet (titik di bawah)
e | ‘Ain ‘e Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G Ge
- Fa’ F Ef
& Qaf Q Qi
o Kaf K Ka
J Lam L El
| ¢ Mim M Em
o Nun N En
3 ' Wau W We
-4 Ha’ ‘ H Ha
s Hafnizah . Apostrof
& Ya Y Ye
II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkab
tsla ditulis muta’addidah.
dac ditulis ‘iddah.
1L 7a ’ Marbutah diakhir kata
a. Bila dimatikan tulis /
EPLEN ditulis hikmah
dya ditulis Jizyah
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{ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan A

AP EWES ditulis karamah al-auliya’

c. Bila T: a’Marbuta[j hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis ¢
ohill 88 5 ditulis zakat al-fitr
IV. Vokal Pendek
e fathah ditulis a
—epee ' kasrah ditulis i
e dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1 | Fathah + alif : ditulis a
iala ditulis Jahiliyah
2 | Fathah + ya’ mati ditulis a
el ditulis Tansa
3 | Kasrah + ya’ mati ditulis i
a S ditulis Karim
4 | Dammah + wawu mati ditulis u
| Uy s ditulis Furud
VI. Vokal Rangkap
1 | Fathah + ya’ mati _ ditulis ai
pSiny ditulis bainakum
2 | Dammah + wawu mati ditulis au
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[ | Jsé ditulis qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dengan apstrof

P:‘:‘“ ditulis a’antum
Caaed ditulis u’iddat
A S ol ditulis la’in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyah

O al ditulis al-Qur’an

eLasll ditulis al-Qiyas

-

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya

olaud! ditulis as-Sama’

el ditulis asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

U g il (5 4d ditulis Zawi al-furud

Al Jal ditulis Ahl as-Sunnah
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab tidak mungkin
lepas dari kehidupan masyarakat. Aristoteles menyebut sebagai “zoon politikon”
ialah makhluk yang selalu ingin berhubungan dengan manusia yang lain. Manusia
sebagai rhakhluk Allah adalah makhluk sosial yang memerlukan hidup
bermasyarakat." Sebagai makhluk sosial, mengharuskan manusia untuk selalu
berhubungan dan saling membantu antar manusia yang satu dengan yang lain
guna memenuﬁi hajad hidupnya, tanpa itu semua mustahil manusia dapat
memenuhi daﬁ bertahan hidup. Wujud dari hubuhgan dan saling membantu,
biasanya terlaksana dalam beragam aktifitas yang dilakukan sebari-hari.

Di samping itu kebutuhan manusia juga‘ akan semakin berkembang dan
terus meningkat selaras dengan kemajuan peradaban yang dicapainya. Akibatnya
kebutuhan manusia menjadi semakin kompleks dari mas'é ke masa. Selanjutnya
kompleksnya kebutuhan tersebut juga berakibat pada beragam pola dan cara yang
ditempuh serta usaha-usaha dan pengorbanan materi dan immateri. Ini berarti
semakin kompleks kebutuhan manusia juga berdampak pada semakin
kompleksnya beragam aktifitas Iyang dilakukan.

Kompleksnya kebutuhan dan aktifitas tersebut supaya tidak berdampak -

negatif yang mencederai keharmonisan hubungan manusia, maka diperlukan suatu

' Masduha Abdurrahman, Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Figih
Muamalah). Cet .1. (Surabaya: Central media, 1992). Him. 74.




aturan main atau tata cara yang harus disepakati secara bersama-sama. Melalui
aturan main keseimbangan dan kedamaian hidup bermasyarakat dapat tetap
terjaga sehingga manusia tidak terusik dalam menjalani aktifitas masing-masing.
Aturan-aturan tersebut biasanya tertuang dalam kesepakatan baik tertulis maupun
tidak tertulis disebut dengan hukum.

Salah satu hukum yang terus-menerﬁs turut vserta dengan perkembangan
kehidupan masyarakat adalah hukum yang berkaitan dengan jual beli atau
muamalaﬁ, yaitu suatu bentuk hukum yang memberikan perlindungan bagi
masyarakat dalam melakukan perniagaén atau transaksi jual beli.

Dalam tatanan mésyarakat ekonomi global, negara tidak lagi dapat
melakukan mekanisme kontrol yang inteﬁsif terhadap perkembangan pasar
sehingga keseimbangan dan penentuan tinggi-'rendéhnya hméa sangat ditentukan
oleh pasar, akibatnya keseimbaﬁgan pasar sangat ditentukan oleh pasar. “Ekonomi
pasar adalah sebuah sistem ekonomi dimana produksi barang-barang dan alokasi
sumber-sumber daya di‘tentukan terutama oleh kepufusan-keputusan yang dibuat
dalam iklim kompetitif oleh pelaku-pelaku‘ ekonomi dari pada ditentukan oleh
negara“”. |

Dengan demikian peran negaré sangat minirri dalam perkembangan pasar.
Iklim seperti secara ini, secara langsung mempengaruhi pemenuhan kebutuhan
masyarékat, dan otomatis akan berdampak pada kualitas, kesejahteraan dan

kemakmuran suatu negara.

? Heru Nugroho. Uang Rentenir Hutang Piutang di Jawa, (Bandung, Pustaka Pelajar.
2001), him 2.




Dalam hidup, manusia selalu mengalami kekurangan namun ia tidak
jarang terbentur oleh ketidakberdayaannya, baik yang langsung bersentuhan
dengan individu itu sendiri ataupun yang bersentuﬁan dan berhubungan dengan
anggota masyarakat yang lain. Guna memenuhi kekurangan yang tidak jarang
mereka menempuh berbagai cara tanpa berpikir panjang. Apakah melalui
perniagaan atau melakukan proses kerja yang lain asalkan kebutuhan yang
dimaksud dapat terpenuhi.

Di antara masalah perniagaan yang sering muncul adalah masalah gadai
menggadai atau sering disebut sebagai (fidusia), Sebagaimana Firman Allah

SWT:
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Banyak orang menggadaikan sesuatu baik berupa barang maupun surat
berharga dengan tujuan ﬁntuk membayar pinjaman, menambah modal usaha, atau
bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan lain sebagainya.
Padahal menggadaikan barang sangat beresiko tinggi, salah satu dampak hukum
yang ditimbﬁlkan ‘akibat perjaﬁjian gadai adalah _penjualan barang jaminan.
Penjualan ini dilakukan apabila orang yang menggadaikan barang rahin tidak

melunasi Hutangnya sampai masanya telah habis, dan apabila ia tidak mengijinkan

3 Al-Baqarah (2) 283




barangnya untuk kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau
menjual barang yang dijadikan borg.”.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 1155 KUHperd :

~+mulld OIS DATA DINAK T10aK Telan aiperianiikan iain. maka si berpiutang
adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah
tenggang waktu vang telah ditentukan iampau, atau jika tidak teiah ditentukan
suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar,
menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan
setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk
mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan
penjualan tersebut. '

Dari pasal di atas menjcléskan tentang pemegang gadai berhak mengambil
pelunasan dari pendapatan penjualan barang gadai apabila debitur tidak memenuhi
kewajibannya, atas dasar ini pula pihak pegadaian melakukan lelang terhadap
barang jaminan milik nasabah yang telah jatuh tempo dan sampai tanggal lelang
tidak ditebus atau diperpanjang masa kreditnya: Dalam prakieknya pihak
pegadaian membentuk panitia lelangvtanpa melalui juru lelang dari kantor lelang
Negara, dan Manager atau Kepala Cabang  bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan lelang.

Adapun pelaksanaan lelang tersebut biasanya panitia lelang (sebagai wakil
penjual) ataupun milik barang, menawarkan barang dengan harga yang semakin
meningkat sampai terjadi kesepakatan harga dengan pembeli. Pembeli
menyatakan sepakat atau setuju dengan menggunakan isyarat tangan. Kemudian .

pada waktu terjadi kesepakatan atau jjab qabil, panitia lelang menyebutkan

jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli sesuai dengan kescpakatan. Dalam

‘f As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, (Beirut: Dar al-fikr,1981)111: him. 190.
"7 Subekti. S.. R. Tiitrosudibio. Kitab Undang-Undane Hukum Perdata. (Jakaria:
Pradnya Paramita, 2004), hlm 298
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akad tersebut panitia lelang hanya menyebutkan harga yang harus dibayar oleh
pembeli tanpa menyebutkan biaya-biaya lain. Sehingga pembeli mengetahui
bahwa ia hanya membayar sejumlah harga yang harus disepakati. Namun, pada
saat pembayaran di kasir, selain membayar jumlah uvang telah disepakati, pembeli
masih dikenakan biaya lelang. Padahal, pada waktu akad atau fjab gabul panitia
lelang tidak menyébutkan bahwa pembeli harus membayar biaya lelang. Sehingga
jelas bahwa dalam akad lelang tersebut tidak terjadi kesepakatan antara panitia
lelang dan pembeli mengenai biaya lelang.

Adapun ketentuan dalam islam, jika akad telah berlangsung segala rukun
dan syaratnya terpenuhi, maka konsekuensinya penjual memindahkan barang
kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual, sesuai
dengan harga disepakati,, setalah itu masing-masing mereka halal menggunakan
barang yang pemiliknya dipindahkan tadi dijalan yang dapat dibenarkan syari’at.”

Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling
mengetahui aﬁtara kedua Belah pihak yang melangsungkén akad, baik mengenai
keadaan barang dan jumlah harga atau ketentuan-ketentuan lain yang telah
disepakati. Atas dasar pemikiran di atas, penyusun merasa tertarik untuk
melakukan pembahasan dari sisi tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang

jaminan dengan sistem lelang dalam Hukum Positif.

¢ As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, him 127.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa

pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan lelang terhadap barang jamihan dalam pegadaian
konvensional yang mengacu pada hukum pbsitif yang tertuang dalam
KUH Perdéta ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhaglap mekanisme lelang barang
jaminan yang mengacu pada hukum positif ?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Tujuan penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

a. Untuk mendiskripsikan mekanisme lelang terhadap barang jaminan
dalam hukum positif.

b. Untuk mendiskripsikan pandangan hukum Islam mengenai masalah
ini.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat dan kegunaan penelitién antara lain:

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan
dalam bidang hukum dagang, khususnya hukum jual beli yang
berhubungan dengan sistem lelang terhadap benda benunggak hutang,

b. Untuk mempérluas waWasan penyusun sendiri‘ dalam masalah hukum
jual beli, khususnya jual beli lelang dan hutang piutang yang

diselenggarakan oleh kantor lelang atau kantor pegadaian.




c. Sebagai upaya untuk memberikan gambaran tentang bagaimana
mengadakan pelelangan serta untuk mengetahui keterlibatan para
pihak dalam proses tersebut_.

D. Telaah Pustaka
Adapun dalam menyusuri karya ilmiah dalam bentuk skripsi penyusun
belum menemukan pembahavsan tentang mekanisme lelang dalam pegadaian yang
mengacu pada hukum positif KUH Perdata. Karya yang membahas gadai,
misalnya, "Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan penanggungan resiko
jaminan di perum pegadaian cabang janti", oleh Joko Muslim dalam skripsi ini
dibahas dalam resiko barang jaminan serta penyelesaian ganti rugi kepada debitur
dalam hal ini, artinya didalam skripsi tersebut yang menjadi pokok bahasanya
adalah tentang masalah resiko bila terjadi kerusakan, lalu bagaimana bila ditinjau
dari perspektif hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan ganti ruginya. ’
| Penyusun juga mencoba menelaah karya ilmiah yang berkaitan dengan
masalah Iclang, namun bukan» terjadi di pegadaian, yaitu, "Tinjauan hukum Islam
terhadap pelaksanaan pelelangan ikan di Desa Tanjung Sari Kecamatan Rembang
Kabupaten Rembang" oleh Agustianta Ghufran. Dalam' skripsi ini membahas
mengenai jimpitan (pengambilan sebagian ikan yang akan dilelang oleh pihak
TPI), dimana terjadvi pungutan yang dilakukan oleh petugas TPI terhadap nelay.an

ketika terjadi lelang ikan. Pungutan ini sudah terbiasa terjadi dan disepakati olch

7 Joko Muslim, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penanggungan Resiko
‘aminan ai Perum Pegadaian Cabang Janti, Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Jurusan
Syari'ah, Universitas Islam Indonesia 2005 '




masing-masing pihak meskipun pungutan ini tidak mempunyai dasar hukum yang
pasti.®

Dari pemaparan penyusun di atas tentang penelusuran terhadap karya yang
sudah terdahulu adalah belum ada yang membahas tentang bagaimana kemudian
tentang dasar hukum pihak pegadaian konvensional dalam melakukan jual beli
barang jaminan. Dalam hukum positif yang tertuang dalam KUH perdata yang
terkait dengan masalah mekanisme lelang. Dimana di dalam pasal tersebut pihgk
pegadaian berhak mengambil pelunasan hutang dengan melakukan penjualan
barang jaminan dengan sistem lelang. Padahal dalam prakteknya ada persoalan
tentang masalah akadnya terkait dengan biaya lelang. Bagaimana kemudian
Hukum Islam mengatur tentang mekanisme lelang.
E. Kerangka Teori

Teori-teori dalam lépangan muamalah yang berkenaan dengan gadai
diantaranya adalah: |

1. Teori perikatan (Nadariyah uqud)_

Perikatan seﬁng pula diistilahkan dengan akad. Akad yaitu suatu yang
dengah sengaja oleh dua orang berdasarkan persetujuan ma-siﬁg-rnasing."

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perikatan adalah:

a. Agid |

Yaitu pihak-pihak yang melakukan suatu perikatan/akad. Masing-masing

pihak bisa terdiri dari seseorang dan bisa pula terdiri dari beberapa orang.

8 Agustiana Ghufran, Tinjauan Hukum Islam T erhadap- Pelaksanaan Pelelangan Tkan di
Desa Tanjung Sari Kecamatan Rembang kabupaten Rembang, Fakultas Syari‘ah, Institur Agam:-
Islam Negeri Sunan Kalijaga2003 o .

” Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Figh muamalah (Semarang: Pustaka Rizki Putra, -
1999), him. 28. ' :




b.Mahallul 'aqdi/ 1@'1 ‘qud’alaihi

Yaitu benda yang menjadi obyek akad. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa
penggadaian dianggap sah apabila telah memenuhi tiga syarat. Pertama,
berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan
kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa
pelunasan hutang gadai.'

¢. Maudu'ul aqdi

Yaitu tujuan akad atau maksud pokok mengadakan akad tersebut. Syari'ah
Islam dalam masalah gadai pada prinsipnya adalah bertujuan untuk
kepentingan sosial dan tolong menolpng, ‘.yang ditonjolkan disini adalah
nilai-nilai sosialnya. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat konsep
tersebut dinilai "tidak adil". Dilihat dari segi komersil, yang meminjamkan
uang merasa dirugikan, atas dasar karena adanya kecenderungan inflasi
nilai uang, pelunasan yang berlaru-larut. Sementara barang jaminan sering
kali tidak laku dijual atau uang sedang dipakai untuk modal usaha.
Sedéngkan yang meminjamkan juga biasa menggunakannya untuk
kepentingan usaha. Sehingga tidak jarang pada akhirnya pertimbangan
komersial yang ditonjolkan."*

d ljabdan gabul |

'© Muhammad dan Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah (Jakarta: Salemba Diniyah,2003)
alm 57. _ »
" Rachmad: Syafe'i, Konsep Gadai Dalam Figh Islam: Antara Nilai Sosial dan Nilai
Komersial, dalam Chuzaimah T. yanggo, Problematika Hukum Islam kontemporer (Jakarta: LSIK.
1997), him.59.
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Yaitu sigatul 'aqdi, atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak -

kedua belah pihak.

2. Prinsip kebébasan berkontrak.

Dalam masalah menjual barang gadai, harus ada persetujuan diantara
orang yang menjual dan yang akan membeli dengan pihak ketiga atau pemegang
agunan.'? Hukum Islam pada dasarnya memberi keleluasaan atau kebebasan
dalam membuat akad atau syarat-syarat akad sesuai dengan yang diinginkan oleh
masing-masing pihak, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran
agama. Hal ini untuk ménjag_a agar jangan sampai terjadi penganiayaan terhadap
salah satu pihak melalui akad atau syarat yang dibuatnya.

Jual beli merupakan pertukaran harta Adengan harta melalui tata cara
tertentu, atau fnerﬁpeﬂukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain
melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-bai’, seperti melalui ijab
dan ta'athi (saling menyerahkan).

‘Apabila ditinjau dari Pasal 1365: Tiap perbuatan melanggar hukuim, yang
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mehgganti kerugian tersebut. '

Bila diﬁnjau dari Pasal di atas bila dikaitkan dengaﬁ gadai artinya ketika
seorang menggadaikan barang pada pihak pegadaian guna mendapatkan pinjaman,
sampai 'pada saat jatuh tempo orang yang menggadaikan barang tersebut wajib

mengembalikan uang pinjaman tersebut beserta buriga. Apabila tidak dibayarkah

2 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
1999). him, -
** Subekti, R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang, hlm 298
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hutang tersebut pihak pegadaian berhak menjual barang jaminan itu secara lelang
untuk mengémbil pelunasan hutang tersebut.

Jual beli adalah kebutuhan daruri dalam kehidupan manusia, artinya
manusia tidak dapat hidup tanpa jual beli, sehingga Islam menetapkan
kebolehannya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-Qur’an dan

Hadis Nabi SAW.

Prinsip dasar keabsahan jual beli menurut hukum Islam didasarkan pada

firman Allah SWT:

ML s gl A sl

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa akad jual beli dibolehkan oleh
Hukum Syara’. Dari pengertian ini dapat ditarik bengertian jual beli secara umum,
yaitﬁ pertukaran milik dengan tuntutan harga yang sesuai dengan cara-cara aturan
tertentu atas dasar suka sama suka atau memindahkan hak milik dengan
mendapatkan ganti menurut cara yang berdasarkan oleh syara’.

Akad jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan
syarat-syaratnya. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka
perjanjian jual beli yang dilakukan dinyatakan batal. Rukun dan syarat jual beli itu
adalah:

1. Al-*Aqgidani
Yaitu dua pihak yéng bertransaksi (penjual dan pembeli), keduanya
mempunyai syarat-syarat yang sama, yaitu:

4. Derakai

' Al-Baqarah (2): 275
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b. Balig
c. Merdcka, tidak terpaksa. ™

Dalam jual beli barang jaminan menurut ketentuan syari’at Islam, jika
rahin tidak melunasi utangnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka
murtahin berhak menjual borg untuk melunasi utang tersebut. ketentuan dalam
menjual rahn adaléh sebagai berikut:

Walaupun pada dasamya menurut jumhur ulama’ bahwa yang berhak
menjual adalah rahin, dan ketika rahin tidak mau menjual barangya untuk
kepentingannya maka hakim berhak memaksa. Tapi dalam prakteknya didalam
gadai menggadai di instansi pegadaian yang nenjual adalah pihak pegadaian. Ini
sesuai dengan teori wikalah. |

Wikalah adalah suatu akad yang diberikan keleluasaan oleh seseorang
kepada orang lain untuk menggantikan tindakanya dia sendiri. Kenapa orang
boleh melakukan pengalihan hak déri dirinya kepada orang lain, karena terkadang
orang itu lemah dalam menghadapi keadaan dan perbuatan. '

Atas dasar hal inilah kemudian pihak'pegadaian melakukan penjualan
barang jaminan dengan cara lelang, untuk mengambil pelunasan hutang.

1). Kekuasaan menjual rahn.
a) Penjualan waktu pilihan (berlangsungnya rahn) di kalangan para ulama
tclah scbakat bahwa yang berhak menjual borg adalah rahin, tetapi harus seizin

murtahin.

15 Asy-Syaikh Muhammad az-Zuhri al-Gamrawi, Anwaru al-Masalik, (t.t.p.:syirkah an-
Nur Asia:t.t). him. 15+ :
' Mustafa al-Zarqa’, Al-Madkhal al-Figh al-Am, (Beirut: Dar al-Fikr.) him.552
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b) Penjualan secara paksa. Apabila rahin tidak megijinkan barangnya dijual
untuk kepentinganya, maka hakim diharuskan memaksa rahin untuk menjual borg
jika ia tidak mampu membayar utang sampai batas waktu yang telah ditentukan.
2). Menjual barang yang cepat rusak. Apabila borg akan rusak jika tidak segera
dijual dan tidak dapat bertahan lama, murtahin dibolehkan menjualnya atas seijin
hakim.

3). Hak menentukan harga. Dalam menentukan harga borg ini, di kalangan jumhur
ulama sepakat bahwa murtahin lebih berhak menentukan harga jual borg sehingga
dapat menutupi utang murtahin.
4). Murtahin mensyaratkan untuk memiliki borg. Dalam hal ini ulama sepakat
bahwa murtahin tidak boleh mensyaratkan bahwa jika rahin tidak mampu
membayar utang, maka barang gadaian mcnjadi miliknya. Syarat seperti ini
dikategorikan syarat fasid.!’
2. Al-Ma’qud ‘alaih

Yaitu barang dan alat pembayar (harga), syarat-sayaratnya benda yang
dijual dan alat pembelinya (uang), yaitu: |

a. Suci

b. Bermanfaat menurut syara’

c. Milik orang yang melakukan akad

d. Dapa_t diserahterimakan

e. Diketahui oleh yang bertransaksi

'7 Rachmat Syafi'l, Figih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), him. 176
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f. Barangnya ada di tangan (ada dalam kekuasaannya).'®
3. Sigat akad (Tjab qabul)

Yaitu segala sesuatu yang menunjukkan kerelaan kedua pihak yang berupa
perkataan atau tulisan dengan penyerahan. Atau sering disebut dengan ijab dan
gabul yang kemudian dilanjutkan dengan proses bergantinya hak milik diantara
penjual dan pembeii, baik berupa perkataan maupun perbuatan. '’

Syarat-syarat ijab qabul adalah:

a. Berhubungan dalam satu majelis.
b. Antara jjab dan gabulharus sesuai atau cocok.
c. Dengan lafadz madi (makna lampau) atau mudari” (makna sekarang).

Jika menggunakan lafadz mustagbal (makha akan datang), seperti lafadz
“aku mau membeli atau akan menjual”, maka itu tidak termasuk akad, karena
hanya merupakan janji untuk berakad, sehingga tidak sah.?’

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian kualitatif
tentang mekanisme lelang terhadap harta penunggak hutang sehingga data yang
akan diperoleh melalui studi pustaka. Peneliti menggunakan metode penelitian

sebagai berikut:

--~ayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, him.129,
1 Abdu ar-Rahman al-jaziri, Kitabu al-Fighi ‘Ala al-Mazahibi al-Aba’ati,(Beirut: Dar al-
Fikr, 1972) H: 155-156.
20 As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, him.128.
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian

terhadap bahan-bahan pustaka (library research) yaitu penelitian yang

berusaha mengekplorasi data dari buku kepustakaan sebagai sumber data
- utama, disamping itu buku-buku lainya yang mendukung validitas
penelitian yang dilakukan serta data empiris yang ada di instansi-instasi

terkait sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Sebagaimana tergambar dalam judul penelitian ini, maka sifat
penelitian adalah' eksploratif, yaitu penelitian ini mencoba untuk
menjelaskan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.
Bukan dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu terhadap
permasalahan yang disampaikan®', yaitu mengeksplorasikan permasalahan

yang ada serta data yang ada kemudian menganalisa menurut pandangan

hukum jual beli Islam.

3. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses
penyimpulan serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena

yang dicermati dengan metode analisa yuridis normatif.

2! Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta, Renika Cipta ,1990), hal 310
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4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu sumber data

primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, diantaranya :
a. Sumber data primer, yaitu
1) Subekti dan Tjitrosudibio, Kz’tqb Undang-uindang Hukum Perdata,
Jakarta, Pradya paramita, 2002.
2) Al-Qur’an dan Hadis
b. Sumber data sekunder Yaitu :
1) Buku-buku Figh dan Usul Figh.

c. Sumber data Tersier, yaitu penulis mencari berbagai konsep dan

pemikiran tentang tema-tema bahasan penelitian dari buku-buku yang
berkaitan dengan persoalan jual beli barang jaminan dan jurnal-jurnal,
surat kabar serta sumber data yang lain termasuk dalam hal ini adalah
data yang berasal dari sumber elektrnik computer internet, serta buku-

buku yang berhubungan dengan hukum jual beli lelang.

5. Teknik Analisis Data.
- Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
Content Analy&is, yang merupakan analisis_ isi dengan upaya untuk
memilah-milah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada
slang searah dengan objek kajian yang dimaksud. Analisis konten adalah
suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif,

sistematik dan bersifat kualitatif mengenai isi yang terungkap dalam
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komunikasi**. Analisis ini adalah teknik sistematik untuk menganalisa isi

pesan dan pengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan

menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang
dipilih®.
w | Dalam hal ini tentunya menganalisis data yang berkaitan dengan
gadai dan jual beli pada barang jaminan, yang nantinya akan mendapatkan
deskripsi tentang gadai dan jual beli barang jaminan serta aspek hukum
yang mengatur hal tersebut. Yang nantinya akan menghasilkan tinjauan
hukum Islam terhadap harta barang jaminan penunggak utang dalan jual
beli sistem lelang yang -lebih obyektif dan sistematif sebagai kajian
penelitian kepustakaan..
Data yang dikumpulkan pada tahapan pertama data disajikan,
kemudian dilakukan proses analisis untuk dapat diambil kesimpulan, bila
dirasa kesimpulan yang ditarik belum memuaskan maka data kembali

disajikan kemudian ditarik suatu kesimpulan. Data yang dikumpulkan

perlu untuk diseleksi sehingga sebelum penarikan kesimpulan data yang
tersedia terlebih dahulu direduksi.
| Sedangkan metode berpikir yang digunakanb adalah deduksi dan

bertumpu pada pendekatan yuridis normative hukum yang ada. Namun

demikian interpretasi dan tetap didasarkan penalaran logis, dengan

peninjauan melalui hukum Islam.

* Darmiyati Zuhdi, Penelitian Analisis Kontent, (Yogyakarta, Lembaga Penelitian IKIP,
1993). he -

Z Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama, (Bandung, Rosda
Karya, 2003), hal 71
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyelaraskan alur pembahasan secara sistematis dan

mempermudah pembahasan, maka pembahasan ini dibagi dalam beberapa hal

yaitu sebagai berikut:

1.

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang gambaran umum gadai menurut hukum islam.
Dalam bab ini membahas pengertian, syarat dan rukun gadai, hukum gadai
dan dampaknya, dan penjualan barang gadai (borg).

Bab tiga, adalah deskripsi umum barang jaminan dan hukum jual beli
dengan sistem lelang yang berisi tentang pengertian dan dasar hukum,

deskripsi barang jaminan dan jual beli dengan sistem lelang dan

- mekanisme pelelangan dimuka umum.

Bab empat, merupakan analisis dari_permasalahan. Pada bab ini mencoba
menganalisis tinjauan hukum islam terhadap mekanisme lelang dalam
pegadaiah konvensional, yang ditinjau dari segi akad, dari segi barang,
dari segi biaya lelang, dan dari segi pexﬁbayaran dan penyerahan barang.

Bab lima, berisikan kesimpulan dan saran.




g8

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya
untuk menjawab pokok permasalahan, penyusun akhirnya dapat menyimpulkan
sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian konvensional . Telah
terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang maupun harga,
dimana terjadi persesuaian kehendak diantara mereka. Dalam akad, tidak
s,eml.la barang-bafang lelang disertai surat-surat kepemilikan, dan dalam sigat
(ijab gabul) ‘tidak menyebut ketentuan tentang biaya lelang sebesar 9,7%,
namun demikian si pembeli menerima keputusan akhir dari pelelangan.

2. Mekanisme‘lélang dalam pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian
konvensional ditinjau dari segi ‘akad, barang dan harga, biaya lelang,
pembayaran dan penyerahan barang adalah .tidak bertentangan dengan syari’at
Islam. Jual.beli lelang tersebut termasuk jual beli yang sah (sahih) karena telah
menurut ketentuan syara’ baik rukun méupun syarat-syaratnya.

B. Saran-saran

1. Hendaknya seluruh instansi pegadaian konvensional ikut serta
mensosialisasikan peraturan-peraturan bea lelang maupun Peraturan Pemerintah
No.103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, sehinggga pada akhirnya

masyarakat semakin percaya melakukan transaksi di perum pegadaian.
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2. Hendaknya ketua tim lelang pada saat pélaksanaan lelang barang jaminan,

menyebutkan surat kepemilikan atas barang, dan ketentuan tentang besarnya

bea lelang yang dikenakan kepada pembeli secara transparan, sehingga
terhindar adanya perselisihan dikemudian hari.

3. hendaknya masyarakat yang menggunakan jasa perum pegadaian turut serta
mendukung peraturan pemeriﬁtah tentang bea lelang karena bea lelang tersebut

digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.







B

90

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur’an/Tafsir
Departemen Agama, Al-Qur 'an dan Terjemahnya, Jakarta: Bumi Restu, 1971.

Hadist ,
Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

At-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, 4 jilid, ttp: Al-Maktabah at-Tijariyah.

Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, 4 jilid, ttp: Dar Akhya’ al-Kutub al’ Arabiyyah.
Kelompok Figh dan Ushul Figh

Abidin. Ibn. Radd al-Mukhtar ‘Ala Dar al-Mukhtar, Mesir: Al-Munirah,5 Jilid.

Abdurrahman, Masduha, Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam ( Figih
Muamalah ), cet.1, (Surabaya: Central Media, 1992).

Al-Ansari, Abi Yahya Zakaria, Fathul Wahhab, Semarang: Toha Putra.1 Jilid.
Al-Bakri, as-Sayyidu, I’anah at-Talibin, Beirut: Dar al Fikr, 4 Jilid.

Al-Gamrawi, Asy-Syaikh Muhammad az-Zuhri, Anwaru al-Masalik:Syirkah an-
Nur Asia.

Al-Hafiz, Ton Rusyd, Bidayah al-Mujahid wa an-Nihayah al-Mugqtasid Beirut: Dar
al-Fikr, 2 Jilid.

Al-Hanafi, Ibn Nujaim, Al-Asybah wa an-Nadair, Beirut: Dar al-Kutub Al-
IImiyyah, 1985.

Al-Jaziri, Abdu ar-Rahman, Kitabu al-Fighi ‘Ala al-Mazahibi al-Arba’ati Beirut:
Dar al-Fikr, 1972, 5 Jilid. -

Al-Kasani, Alaudin, Badai’ as-Sana’i fi Tartib Asy-Syara’l, Mesir: Syirkahal-
Matbu’ah, 6 Jilid.

Al-Qardawi,Yusuf, Figh al-Zakat II, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.

A. Rahman, Asmuni Qaidah-gaidah Figh: Qawa'idul Fighiyyah, Jakarta: Bulan
Bintang, 1976.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, Pengantar Figih Mu'amalah, Jakarta: Bulan Bintang,
1974.




B

91

Az-Zarqa’, Mustafa, Al-Madal al-Figh al-Am, Beirut: Dar al-Fikr.
Az-Zuhaili, Wahbah, 4l-Figh al-Islami wa Adillatuh, Beirut: Dar al-Fikr,4 Jilid

Basjir, Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata
Islam),Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.

Fikri, Ali, AI-Mu’amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah, Mesir: Mustafa al- Bab al-
Halabi wa Auladuh, 1938, 4 Jilid. .

Hamam, Al-Kamal Ibnul, Fath al-Qadir, Beirut: Dar al-Fikr, 1977, 10 Jilid.

Hamid, Zakri, Asas-asas Muamalat tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat,
Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1994.

Hamka, Tafsir al-Azhar, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984.
Haroen, Nasrun, Figh Muamalat, cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Mas’adi, Ghufron A., Figh Muamalah, Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002. :

Muhammad bin Isma’il as-San’ani, Subul as-Salam, Bandung: Dahlan.

Quddamah, Al-Imam Ibnu, Al-Mugni, Rivadh: Mahtabaturiayah al-Iadisah, 9
Jilid.

Sabiq, As-Sayyid, Figh as-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, 3 Jilid.
Syafe’l Rachmat, Figih Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Taimiyah, Ibnu, Al-Qawaid an-Nuraniyah al-Fighiyah, Pakistan: Idaratu at-
Tarjamah as-sunnah, 1982.

Kamus

Yunus,Mahmud, Kamus Arab Indonesia, Bandung: Al-Ma’arif, 1970.
Lain-iain

Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Harahap, M.Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,
Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Kamelo, Tan, Hukum Bisnis Masalah Perbankan, Perkreditan dan Jaminan PT
Alumni Bandung 1998.




92

Miles, Mattew B. dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif : Buku
Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Cet 1 Jakarta : Ul Press, 1992

Nugroho, Heru, Uang Rentener Hutang Piutang di Jawa, Bandung Pustaka pelajar
2001

Peraturan Pemerintahan Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum
(Perum) Pegadaian.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undahg-Una’ang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek), cet.29, Jakarta: Pradnya Paramita,1999.

Soemitro, Rochmat, Peraturan dan Instruksi Lelang, Bandung: PT. Eresco,
1987 .

Subekti, Pokok-pokok dari Hukum Perdata, cet. 6, Jakarta: CV. Pembimbing,
1961.

Subekti, R, Aneka Perjanjian, cet. 4, Bandung: Penerbit Alumni, 1981.

Suprayogo, Imam dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama, BandungRosda
Karya 2003.

Surat Edaran No. 21/KP.4.00324/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan
Dircksi Nomor: 1000/Kp.400324/2002 Tanggal 17 Juni 2002 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian.

Tiong, Oey Hoey, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1985.

Yunus,Mahmud, Kamus Arab Indonesia, Bandung: Al-Ma’arif, 1970.

Zuhdi, Darmiyati. 1993, Penelitian Analisis Kontent, Yogyakarta, Lembaga
Penelitian IKIP, Yogyakarta, 1993.




